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HAK TENAGA KERJA ATAS JAMSOSTEK YANG 
MENGALAMI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA1 

Oleh: Marlina T. Sangkoy2 
 

ABSTRAK 
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 
bagaimanakah Hak Tenaga Kerja atas Jamsostek 
yang mengalami  Pemutusan Hubungan Kerja 
dan bagaimanakah jenis-jenis Pemutusan 
Hubungan Kerja menurut ketentuan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan. Dengan menggunakan 
metode penelitian hukum normatif disimpulkan 
bahwa: 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja 
(Jamsostek) adalah suatu perlindungan bagi 
tenaga kerja dalam bentuk santunan berupa 
uang sebagai pengganti sebagian dari 
penghasilan yang hilang atau berkurang dan 
pelayanan sebagai akibat peristiwa atau 
keadaan yang dialami oleh tenaga kerja berupa 
kecelakaan kerja, sakit, hamil, bersalin, hari tua 
dan meninggal dunia. Ruang lingkup 
perlindungan tidak hanya diberikan pada saat di 
dalam hubungan kerja tetapi juga di luar 
hubungan kerja yaitu karena pensiun atau 
mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) 
dalam bentuk Jaminan Hari Tua (JHT) Ruang 
lingkup perlindungan pada program Jamsostek 
yang merupakan hak dari tenaga kerja meliputi 
: a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK); b. Jaminan 
Kematian (JK); c. Jaminan Hari Tua (JHT); d. 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). 2. 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah 
pengakhiran hubungan kerja karena satu hal 
tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak 
dan  kewajiban antara pekerja/buruh dan 
pengusaha. Setelah hubungan kerja berakhir 
pekerja/buruh tidak mempunyai kewajiban 
untuk bekerja pada pengusaha dan pengusaha 
tidak berkewajiban membayar upah kepada 
pekerja/buruh tersebut. Pemutusan Hubungan 
Kerja (PHK) dapat terjadi dengan 4 cara yaitu : 
a. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/ 
pengusaha; b. Pemutusan hubungan kerja oleh 
buruh/pekerja; c. Pemutusan hubungan kerja 
demi hukum; d. Pemutusan hubungan kerja 
oleh Pengadilan. 

                                            
1 Artikel skripsi. Pembimbing skripsi: Henry R.Ch. 
Memah, SH, MH; Prof. Dr. Wulanmas A.P.G. Frederik, 
SH, MH; Kenny R. Wijaya, SH, MH. 
2 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam 
Ratulangi, Manado; NIM: 080711577. 

Kata kunci: jamsostek, pemutusan hubungan 
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PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang  

Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 
tentang Jamsostek jo PP No 14 Tahun 1993 
tentang Penyelenggaraan Jamsostek 
dimaksudkan untuk memberikan perlindungan 
bagi tenaga kerja terhadap risiko sosial ekonomi 
yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan 
pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, 
hari tua, maupun meninggal dunia. Dengan 
demikian diharapkan ketenangan kerja bagi 
pekerja akan terwujud, sehingga produktivitas 
akan semakin meningkat. 

Dari landasan hukum di atas, jelaslah bahwa 
salah satu kewajiban konstitusional dari 
negara/pemerintah adalah menyediakan 
lapangan pekerjaan bagi warga negaranya, 
karena bekerja merupakan bagian dari hak asasi 
warga negara dalam rangka mempertahankan 
eksistensi kehidupannya. 
 
B. Perumusan Masalah 
1. Bagaimanakah Hak Tenaga Kerja atas 

Jamsostek yang mengalami  Pemutusan 
Hubungan Kerja ? 

2. Bagaimanakah jenis-jenis Pemutusan 
Hubungan Kerja menurut ketentuan 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 
tentang Ketenagakerjaan? 

  
C. Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode penelitian kualitatif normatif. 
Pendekatan hukum normatif dipergunakan 
dalam usaha menganalisis bahan hukum 
dengan mengacu kepada norma-norma hukum 
yang dituangkan dalam peraturan-peraturan 
perundang-undangan. 

 
PEMBAHASAN 
A. Hak-hak Tenaga Kerja Atas Jamsostek Yang 

Mengalami Pemutusan Hubungan Kerja 
Pengertian Jaminan Sosial Tenaga Kerja 

menurut ketentuan Pasal 1 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 1992 adalah suatu 
perlindungan bagi tenaga kerja dalam bentuk 
santunan berupa uang sebagai pengganti 
sebagian dari penghasilan yang hilang atau 
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berkurang dan pelayanan sebagai akibat 
peristiwa atau keadaan yang dialami oleh 
tenaga kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, 
hamil, bersalin, hari tua dan meninggal dunia.3 

Ruang lingkup perlindungan pada program 
Jamsostek yang merupakan hak dari tenaga 
kerja meliputi : 
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
2. Jaminan Kematian (JK) 
3. Jaminan Hari Tua (JHT)  
4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 

Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi 
Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Tenaga kerja 
harian lepas, borongan, dan yang bekerja 
berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 
mempunyai karakteristik sendiri, dalam 
menerima upahpun bersifat tidak teratur, tidak 
seperti pada pekerja/buruh tetap. Mengingat 
kekecualian tersebut maka penyelenggaraan 
program Jamsostek bagi tenaga kerjanya juga 
memerlukan aturan-aturan yang bersifat khusus 
dan tersendiri yaitu dengan Keputusan Menteri 
Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor KEP-
150/MEN/1999. 

Pada prinsipnya setiap tenaga kerja wajib 
dilindungi program Jamsostek. Tata cara 
pendaftaran kepesertaan tenaga kerja harian 
lepas, borongan, dan tenaga kerja berdasarkan 
perjanjian kerja waktu tertentu tidak berbeda 
dengan tata cara pendaftaran untuk tenaga 
kerja waktu tidak tertentu (tetap). Demikian 
pula dengan besarnya iuran untuk masing-
masing program.Perbedaannya terletak pada 
program-program yang wajib diikuti. 

Tenaga kerja harian lepas yang bekerja 
kurang dari 3 (tiga) bulan wajib diikutsertakan 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian (JK). Apabila tenaga 
kerja tersebut dipekerjakan selama 3 (tiga) 
bulan berturut-turut atau lebih dengan jumlah 
hari kerja sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) 
hari perbulan maka pengusaha wajib 
mengikutkan dalam program Jaminan 
Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JK), 
Jaminan Hari Tua (JHT), dan Jaminan 
Pemeliharaan Kesehatan (JPK). Kewajiban 
tersebut harus dilaksanakan setelah tenaga 
kerja bersangkutan melewati masa kerja 3 (tiga) 
bulan berturut-turut. Upah untuk menentukan 

                                            
3 UU No 3 Tahun 1992. 

besarnya iuran bagi tenaga kerja tersebut 
ditetapkan sebesar upah sehari dikalikan jumlah 
hari kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. 

Ketentuan program Jamsostek pada tenaga 
kerja harian lepas diwajibkan pula bagi 
pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja 
borongan. Perbedaannya terletak pada cara 
menetapkan iuran berdasarkan upah. Tenaga 
kerja borongan yang bekerja kurang dari 3 (tiga) 
bulan, upah sebulan yang dipergunakan sebagai 
dasar penetapan iuran adalah upah 1 (satu) 
bulan hari kerja dikalikandenga jumlah hari 
kerja dalam 1 (satu) bulan kalender. Bagi tenaga 
kerjaborongan yang telah bekerja 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih, upah sebulan sebagai 
dasar penetapan iuran adalah : 
1. jika upah dibayar secara borongan atau 

satuan, maka upah sebulan dihitung dari 
rata-rata upah 3 (tiga) bulan terakhir. 

2. jika pekerjaan tergantung dari keadaan 
cuaca, maka upah sebulan dihitung dari 
rata-rata upah 12 (dua belas) bulan 
terakhir. 

Apabila upah sebulan yang didasarkan pada 
perhitungan 1 dan 2 tersebut lebih rendah dari 
upah minimum dalam sebulan, maka dasar 
perhitungan iuran menggunakan upah 
minimum yang berlaku. 

 Untuk tenaga kerja yang bekerja 
berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu 
apabila tenaga kerja bersangkutan bekerja 
kurang dari 3 (tiga) bulan, maka wajib diikutkan 
dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
dan Jaminan Kematian(JK). Dalam hal perjanjian 
kerja tersebut diperpanjang hingga 3 (tiga) 
bulan atau lebih, maka wajib diikutkan dalam 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian(JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
(JPK), dan Jaminan Hari Tua (JHT). Apabila dari 
semua perjanjian kerja dimaksudkan untuk 
bekerja selama 3 (tiga) bulan atau lebih, maka 
pengusaha wajib mengikutkan dalam program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian(JK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan 
(JPK) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Upah sebulan 
sebagai dasar untuk menetapkan besarnya 
iuran adalah upah sebagaimana tercantum 
dalam perjanjian kerja. 

Penyelenggaraan Program Jamsostek bagi 
Tenaga Kerja pada Sektor Jasa Konstruksi 
mempunyai karakteristik yang cukup unik yaitu 
sering berpindah-pindah tempat kerja 
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tergantung pada proyek yang sedang 
dikerjakan. Apabila proyek telah selesai dan ada 
proyek lain yang harus dikerjakan maka tenaga 
kerja ikut berpindah ke proyek yang baru. 
Apabila tidak ada proyek yang dikerjakan lagi 
maka tenaga kerja tersebut akan menganggur 
atau mencari pekerjaan lain. 

Mengingat keunikan tersebut maka 
pelaksanaan program Jamsostek pada tenaga 
kerja sektor konstruksi diatur secara tersendiri 
yaitu dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja 
Republik Indonesia Nomor KEP-196/MEN/1999. 
Pada umumnya tenaga kerja di sektor 
konstruksi terdiri 
atas : 
1. Tenaga kerja harian lepas. 
2. Tenaga kerja borongan. 
3. Tenaga kerja yang bekerja berdasarkan 

perjanjian kerja waktu tertentu (tenaga 
kerja kontrak).  

Tenaga kerja tersebut biasanya terikat 
hubungan kerja hanya untuk satu proyek 
tertentu dan akan berakhir hubungan kerjanya 
setelah proyek yang dikerjakan selesai. Dalam 
sektor jasa konstruksi dikenal istilah : 
1. Pengguna jasa konstruksi, yaitu orang 

perseorangan atau badan sebagai pemberi 
tugas/pekerjaan atau pemilik 
pekerjaan/proyek yang memerlukan 
layanan jasa konstruksi. 

2. Penyedia jasa konstruksi, yaitu orang 
perseorangan atau badan yang kegiatan 
usahanya menyediakan layanan jasa 
konstruksi (pemborong 
pekerjaan/kontraktor). 

Penyedia jasa (pemborong 
pekerjaan/kontraktor) yang mempekerjakan 
tenaga kerja harian lepas, borongan, dan waktu 
kerja tertentu kurang dari 3 (tiga) bulan 
berturut-turut wajib mengikutkan tenaga 
kerjanya dalam program Jaminan Kecelakaan 
Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JK) pada PT 
Jamsostek (Persero). Apabila tenaga kerja 
tersebut dipekerjakan selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih dan setiap bulannya 
bekerja tidak kurang dari 20 (dua puluh) hari, 
maka wajib diikutkan pada seluruh program 
pada PT Jamsostek (Persero) yaitu program 
Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan 
Kematian (JK), Jaminan Hari Tua (JHT), dan 
Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). 
Kewajiban ini harus dilaksanakan terhitung 

setelah tenaga kerja tersebut melewati masa 
kerja 3 (tiga) bulan berturut-turut. 

Penyedia jasa harus menyampaikan 
formulir pendaftaran kepesertaan pada PT 
Jamsostek (Persero) terdekat paling lambat 14 
(empat belas) hari sebelum pekerjaan 
konstruksi dimulai. PT Jamsostek (Persero) 
dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah 
menerima formulir pendaftaran harus sudah 
menyampaikan sertifikat kepesertaan kepada 
penyedia jasa. Apabila sertifikat dimaksud 
belum diserahkan dalam tenggang waktu 
tersebut, maka penyedia jasa dapat menunda 
pembayaran iuran sampai sertifikat diserahkan. 

Besarnya iuran kepesertaan yang harus 
dibayar penyedia jasa adalah : 
1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 

1,74 % dari upah sebulan. 
2. Jaminan Kematian (JK) sebesar 0,3 % dari 

upah sebulan. 
3. Jaminan Hari Tua (JHT) sebesar 5,7 % dari 

upah sebulan dengan rincian 3,7 % 
ditanggung penyedia jasa dan 2 % 
ditanggung tenaga kerja. 

4. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) 
sebesar 6 % dari upah sebulan untuk tenaga 
kerja yang telah berkeluarga dan 3 % untuk 
tenaga kerja yang belum berkeluarga, 
dengan ketentuan upah setinggi-tingginya 
yang dijadikan dasar perhitungan sebesar 
Rp 1.000.000 (satu juta rupiah). 

 
B. Jenis-Jenis Pemutusan Hubungan Kerja 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 

Pemutusan hubungan kerja secara teoritis 
terbagi dalam empat macam yaitu : PHK demi 
hukum, PHK oleh pengadilan, PHK oleh 
pekerja/buruh, dan oleh pengusaha. PHK yang 
terakhir ini tampaknya lebih dominan diatur 
dalam ketentuan ketenagakerjaan. Hal ini 
karena PHK oleh pengusaha sering tidak dapat 
diterima oleh pekerja/buruh sehingga 
menimbulkan permasalahan. 

Pemutusan hubungan kerja tersebut antara 
lain dapat dibahas sebagai berikut :4 
1. Pemutusan hubungan kerja oleh majikan/ 

pengusaha. 
2. Pemutusan hubungan kerja oleh 

buruh/pekerja. 

                                            
4 Op-Cit, hal 30. 
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3. Pemutusan hubungan kerja demi hukum. 
4. Pemutusan hubungan kerja oleh Pengadilan. 
 
Ad.1. Pemutusan hubungan kerja oleh 
majikan/pengusaha. 

Pengusaha dapat memutuskan hubungan 
kerja terhadap pekerja/buruh dengan alasan 
pekerja/buruh telah melakukan kesalahan berat 
sebagai berikut; 
a. melakukan penipuan, pencurian, atau 

penggelapan barang dan/atau uang milik 
perusahaan;  

b. memberikan keterangan palsu atau yang 
dipalsukan sehingga merugikan 
perusahaan; 

c. mabuk, meminum minuman keras yang 
memabukkan, memakai dan/atau 
mengedarkan narkotika, psikotropika, dan 
zat adiktif lainnya di lingkungan kerja; 

d. melakukan perbuatan asusila atau 
perjudian di lingkungan kerja; 

e. menyerang, menganiaya, mengancam, atau 
mengintimidasi teman sekerja atau 
pengusaha di lingkungan kerja; 

f. membujuk teman sekerja atau pengusaha 
untuk melakukan perbuatan yang 
bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan; 

g. dengan ceroboh atau sengaja merusak atau 
membiarkan dalam keadaan bahaya barang 
milik perusahaan yang menimbulkan 
kerugian bagi perusahaan; 

h. dengan ceroboh atau sengaja membiarkan 
teman sekerja atau pengusaha dalam 
keadaan bahaya di tempat kerja; 

i. membongkar atau membocorkan rahasia 
perusahaan yang seharusnya dirahasiakan 
kecuali untuk kepentingan negara; atau 

j. melakukan perbuatan lainnya di lingkungan 
perusahaan yang diancam pidana penjara 5 
(lima) tahun atau lebih ( Pasal 158 ayat 1 
Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003). 

Kesalahan berat dimaksud harus didukung 
dengan bukti sebagai berikut : 
a. pekerja/buruh tertangkap tangan; 
b. ada pengakuan dari pekerja/buruh yang 

bersangkutan; atau 
c. bukti lain berupa laporan kejadian yang 

dibuat oleh pihak yang berwenang di 
perusahaan yang bersangkutan dan 
didukung oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) 
orang saksi. 

Pekerja/buruh yang diputus hubungan 
kerjanya berdasarkan alasan berat dapat 
memperoleh uang penggantian hak 
sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 4 
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. 5 

Apabila pekerja/buruh tidak menerima 
pemutusan hubungan kerja sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 158 ayat 1, 
pekerja/buruh yang bersangkutan dapat 
mengajukan gugatan ke lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial. 6 

Jika pekerja/buruh ditahan pihak yang 
berwajib karena diduga melakukan tindak 
pidana bukan atas pengaduan pengusaha, maka 
pengusaha tidak wajib membayar upah tetapi 
wajib memberikan bantuan kepada keluarga 
pekerja/buruh yang menjadi tanggungannya 
dengan ketentuan sebagai berikut: 
a. untuk 1 (satu) orang tanggungan : 25 % 

(dua puluh lima perseratus) dari upah; 
b. untuk 2 (dua) orang tanggungan : 35 % (tiga 

puluh lima perseratus) dari upah; 
c. untuk 3 (tiga) orang tanggungan : 45 % 

(empat puluh lima perseratus) dari upah; 
d. untuk 4 (empat) orang tanggungan atau 

lebih : 50 % (lima puluh perseratus) dari 
upah ( Pasal 160 ayat 1). 

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 
1 diberikan untuk paling lama 6 (enam) bulan 
takwin terhitung sejak hari pertama 
pekerja/buruh ditahan oleh pihak yang 
berwajib. Pengusaha dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh yang setelah 6 (enam) bulan 
tidak dapat melakukan pekerjaan sebagaimana 
mestinya karena dalam proses perkara pidana. 
Dalam hal pengadilan memutuskan perkara 
pidana sebelum masa 6 (enam) bulan berakhir 
dan pekerja/buruh dinyatakan tidak bersalah, 
maka pengusaha wajib memperkerjakan 
pekerja/buruh kembali. Namun jika pengadilan 
memutuskan perkara pidana sebelum masa 6 
(enam) bulan berakhir dan pekerja/buruh 
dinyatakan bersalah, maka pengusaha dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan. Pemutusan 
hubungan kerja sebagaimana ini dilakukan 
tanpa penetapan lembaga penyelesaian 

                                            
5 Lihat Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003.  
6 Lihat Pasal 158 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003.  
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perselisihan hubungan industrial. Kepada 
pekerja/buruh yang di PHK karena alasan ini, 
pengusaha wajib membayar kepada 
pekerja/buruh, uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 
156 ayat 4. 7 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh dalam 
hal terjadi perubahan status, penggabungan, 
peleburan, atau perubahan kepemilikan 
perusahaan dan pekerja/buruh tidak bersedia 
melanjutkan hubungan kerja, maka 
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 
sebesar 1 (satu) kali sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat 2, uang penghargaan masa kerja 1 (satu) 
kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 
156 ayat 4 dan Pasal 163 ayat 1. Sebaliknya jika 
pengusaha tidak bersedia menerima 
pekerja/buruh di perusahaannya, maka 
pekerja/buruh berhak atas uang pesangon 
sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2, 
uang penghargaan masa kerja 1 (satu) kali 
ketentuan dalam Pasal 156 ayat 3, dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan dalam Pasal 
156 ayat 4 dan Pasal 163 ayat 2. 8 

Selain itu pengusaha juga dapat melakukan 
pemutusan hubungan kerja terhadap 
pekerja/buruh karena perusahaan tutup yang 
disebabkan perusahaan mengalami kerugian 
secara terus-menerus selama 2 (dua) tahun, 
atau keadaan memaksa (force majeur), dengan 
ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang 
pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 
156 ayat 2 uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat 4 dan Pasal 164 ayat 1. 
Pengusaha juga dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
perusahaan tutup karena melakukan efisiensi, 
dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas 
uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan masa kerja 
sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 
dan uang penggantian hak sesuai ketentuan 
Pasal 156 ayat 4 dan Pasal 164 ayat 3. Dalam 

                                            
7  Lihat Pasal 156 ayat 3 dan 4 Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003.  
8 Lihat Pasal 156 ayat 2,3,4 dan pasal 163 ayat 2 
Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003..  

pasal 156 juga disebutkan Pengusaha dapat 
melakukan pemutusan hubungan kerja 
terhadap pekerja/buruh karena perusahaan 
pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak 
atas uang pesangon sebesar 1 (satu) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan 
masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 
156 ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat 4. 

Pengusaha dapat melakukan pemutusan 
hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena 
memasuki usia pensiun dan apabila pengusaha 
telah mengikutkan pekerja/buruh pada 
program pensiun yang iurannya dibayar penuh 
oleh pengusaha, maka pekerja/buruh tidak 
berhak mendapatkan uang pesangon sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang penghargaan 
masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 3, 
tetapi berhak atas uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan Pasal 167 ayat 
1.9 

Namun jika besarnya jaminan atau manfaat 
pensiun yang diterima sekaligus dalam program 
pensiun ternyata lebih kecil dari pada jumlah 
uang pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 
ayat 2 dan uang penghargaan masa kerja 1 
(satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang 
penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 
ayat 4, maka selisihnya dibayar oleh pengusaha 
(Pasal 167 ayat 2). Dalam hal pengusaha tidak 
mengikutsertakan pekerja/buruh yang 
mengalami pemutusan hubungan kerja karena 
usia pensiun pada program pensiun maka 
pengusaha wajib memberikan kepada 
pekerja/buruh uang pesangon sebesar 2 (dua) 
kali sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang 
penghargaan masa kerja 1 (satu) kali ketentuan 
Pasal 156 ayat 3 dan uang penggantian hak 
sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan Pasal 167 
ayat 5. 

Pekerja/buruh yang mangkir selama 5 (lima) 
hari kerja atau lebih berturut-turut tanpa 
keterangan secara tertulis yang dilengkapi 
dengan bukti yang sah dan telah dipanggil oleh 
pengusaha 2 (dua) kali secara patut dan tertulis 
dapat diputus hubungan kerjanya karena 
dikualifikasikan mengundurkan diri. Kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan berhak 
menerima uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat 4 dan diberikan uang 

                                            
9 Lihat Pasal 156 ayat 4 dan Pasal 167 ayat 1 Undang-
Undang Nomor 13 tahun 2003.  
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pisah yang besarnya dan pelaksanaannya diatur 
dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama. 10 

 
ad.2 Pemutusan hubungan kerja oleh 

pekerja/buruh. 
Pekerja/buruh berhak untuk memutuskan 

hubungan kerja dengan pihak pengusaha, 
karena pada prinsipnya buruh tidak boleh 
dipaksakan untuk terus-menerus bekerja 
bilamana ia sendiri tidak menghendakinya. 
Dengan demikian PHK oleh pekerja ini yang 
aktif untuk meminta diputuskan hubungan 
kerjanya adalah dari pekerja/buruh itu sendiri. 

Pekerja/buruh dapat mengajukan 
permohonan pemutusan hubungan kerja 
kepada lembaga penyelesaian perselisihan 
hubungan industrial dalam hal pengusaha 
melakukan perbuatan sebagai berikut : 
a. menganiaya, menghina secara kasar atau 

mengancam pekerja/buruh; 
b. membujuk dan/atau menyuruh 

pekerja/buruh untuk melakukan perbuatan 
yang bertentangan dengan peraturan 
perundang-undangan; 

c. tidak membayar upah tepat pada waktu 
yang telah ditentukan selama 3 (tiga) bulan 
berturut-turut atau lebih; 

d. tidak melakukan kewajiban yang telah 
dijanjikan kepada pekerja/buruh; 

e. memerintahkan pekerja/buruh untuk 
melaksanakan pekerjaan di luar yang 
diperjanjikan; atau 

f. memberikan pekerjaan yang 
membahayakan jiwa, keselamatan, 
kesehatan, dan kesusilaan pekerja/buruh, 
sedangkan pekerjaan tersebut tidak 
dicantumkan pada perjanjian kerja (Pasal 
169 ayat 1). 

Pemutusan hubungan kerja dengan alasan 
sebagaimana maksud diatas, pekerja/buruh 
berhak mendapat uang pesangon 2 (dua) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat 2, uang pesangon 
masa kerja 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 
ayat 3 dan uang penggantian hak sesuai 
ketentuan Pasal 156 ayat 4. Pekerja/buruh yang 
mengalami sakit berkepanjangan, mengalami 
cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat 
melakukan pekerjaannya setelah melampaui 
batas 12 (dua belas) bulan dapat mengajukan 

                                            
10 Lihat Pasal 156 ayat 4 Undang-Undang Nomor 13 
Tahun 2003 .  

pemutusan hubungan kerja dan diberikan uang 
pesangon 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat 
2, uang penghargaan masa kerja 2 (dua) kali 
ketentuan Pasal 156 ayat 3, dan uang pengganti 
hak 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 4. 

Pekerja/buruh dapat mengakhiri hubungan 
kerja dengan melakukan pengunduran diri atas 
kemauan sendiri tanpa perlu meminta 
penetapan dari lembaga penyelesaian 
perselisihan hubungan industrial, dan kepada 
pekerja/buruh yang bersangkutan memperoleh 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 
156 ayat 4. Bagi pekerja/buruh yang 
mengundurkan diri atas kemauan sendiri, yang 
tugas dan fungsinya tidak mewakili kepentingan 
pengusaha secara langsung, selain menerima 
uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 
156 ayat 4 diberikan langsung uang pisah yang 
besarnya dan pelaksanaannya diatur dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama. Pekerja/buruh yang 
mengundurkan diri sebagaimana maksud diatas 
harus memenuhi syarat : 
a. mengajukan permohonan penguduran diri 

secara tertulis selambat- lambatnya 30 
(tigapuluh) hari sebelum tanggal mulai 
pengunduran diri; 

b. tidak terikat dalam ikatan dinas; dan 
c. tetap melaksanakan kewajibannya sampai 

tanggal mulai pengunduran diri. 
 
Ad.3 Hubungan kerja putus demi hukum. 

Pemutusan hubungan kerja demi hukum 
terjadi bila karena satu dan lain hal hubungan 
kerja oleh hukum dianggap sudah tidak ada dan 
oleh karena itu tidak ada alas hak yang cukup 
dan layak bagi salah satu pihak untuk menuntut 
pihak lainnya guna tetap mengadakan 
hubungan kerja. Pemutusan hubungan kerja 
demi hukum dapat terjadi dalam hal : 
a. Perjanjian kerja jangka waktu tertentu.  

Dimana masing-masing pihak bersifat pasif 
dalam arti tidak perlu melakukan usaha-
usaha tertentu untuk melakukan 
pemutusan hubungan kerja seperti 
memohon penetapan PHK ke sidang 
Pengadilan Perselisihan Hubungan 
Industrial dan usaha lainnya. Pengusaha 
tidak wajib memberitahukan saat 
berakhirnya hubungan kerja dalam 
perjanjian kerja waktu tertentu, kecuali bila 
telah diperjanjikan secara tertulis atau telah 
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diatur dalam peraturan perusahaan atau 
perjanjian kerja bersama serta menurut 
peraturan perundang-undangan atau 
kebiasaan, mengharuskan pengusaha untuk 
melakukan pemberitahuan sebelumnya 
dalam tenggang waktu tertentu. Guna 
menghindari hal-hal tertentu yang tidak 
diinginkan, akan lebih baik jika pengusaha 
memberitahukan sebelumnya kepada 
pekerja/buruh tentang saat berakhirnya 
hubungan kerja. Demikian juga jika tidak 
diberi pesangon, uang penghargaan masa 
kerja, dan uang penggantian hak, 
hendaknya dicantumkan dalam perjanjian 
kerja untuk menghindari perselisihan yang 
mungkin timbul di kemudian hari. Apabila 
salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja 
sebelum jangka waktu tertentu yang 
diperjanjikan berakhir dan bukan karena 
pekerja/buruh melakukan pelanggaran 
sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja, 
peraturan perusahaan atau perjanjian kerja 
bersama, maka pihak yang mengakhiri 
hubungan kerja diwajibkan membayar ganti 
rugi kepada pihak lainnya sebesar upah 
pekerja/buruh sampai batas waktu 
berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja 
tersebut. 

b. Pekerja/buruh meninggal dunia. 
Menurut Pasal 61 ayat 1 a, perjanjian 

kerja berakhir bila pekerja/buruh 
meninggal dunia. Hal ini wajar karena 
hubungan kerja bersifat sangat pribadi 
dalam arti melekat pada pribadi 
pekerja/buruh dan tidak dapat diwariskan 
atau dialihkan ke pihak lain.11  

c. Pekerja/buruh memasuki usia pensiun. 
Pekerja/buruh memasuki usia pensiun 
sebagaimana telah ditetapkan dalam 
perjanjian kerja, peraturan perusahaan, 
atau perjanjian kerja bersama maka 
hubungan kerja berakhir demi hukum. 

 
Ad.4 Pemutusan hubungan kerja oleh 

pengadilan 
Yang dimaksud dengan pemutusan 

hubungan kerja oleh pengadilan ialah 
pemutusan hubungan kerja oleh pengadilan 
perdata biasa atas permintaan yang 

                                            
11 Lihat Pasal Pasal 61 ayat 1 a Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2003 .  

bersangkutan (majikan/buruh) berdasarkan 
alasan penting. 

Dalam Pasal 1603 KUH Perdata disebutkan 
tiap pihak (buruh, majikan) setiap waktu, 
sebelum pekerjaan dimulai berwenang 
berdasarkan alasan penting mengajukan 
permintaan tertulis kepada pengadilan di 
tempat kediamannya yang sebenarnya untuk 
menyatakan perjanjian kerja putus sebagai 
berikut : Alasan penting adalah disamping 
alasan mendesak juga karena perubahan 
keadaan pribadi atau kekayaan pemohon atau 
perubahan keadaan di mana pekerjaan yang 
dilakukan sedemikian rupa sifatnya, sehingga 
adalah layak untuk memutuskan hubungan 
kerja.  
 
 PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) 

adalah suatu perlindungan bagi tenaga 
kerja dalam bentuk santunan berupa uang 
sebagai pengganti sebagian dari 
penghasilan yang hilang atau berkurang 
dan pelayanan sebagai akibat peristiwa 
atau keadaan yang dialami oleh tenaga 
kerja berupa kecelakaan kerja, sakit, hamil, 
bersalin, hari tua dan meninggal dunia. 
Ruang lingkup perlindungan tidak hanya 
diberikan pada saat di dalam hubungan 
kerja tetapi juga di luar hubungan kerja 
yaitu karena pensiun atau mengalami 
Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dalam 
bentuk Jaminan Hari Tua (JHT) Ruang 
lingkup perlindungan pada program 
Jamsostek yang merupakan hak dari tenaga 
kerja meliputi : 
a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) 
b. Jaminan Kematian (JK) 
c. Jaminan Hari Tua (JHT) 
d. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK). 

2. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah 
pengakhiran hubungan kerja karena satu 
hal tertentu yang mengakibatkan 
berakhirnya hak dan  kewajiban antara 
pekerja/buruh dan pengusaha. Setelah 
hubungan kerja berakhir pekerja/buruh 
tidak mempunyai kewajiban untuk bekerja 
pada pengusaha dan pengusaha tidak 
berkewajiban membayar upah kepada 
pekerja/buruh tersebut. Pemutusan 
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Hubungan Kerja (PHK) dapat terjadi dengan 
4 cara yaitu : 
a. Pemutusan hubungan kerja oleh 

majikan/ pengusaha. 
b. Pemutusan hubungan kerja oleh 

buruh/pekerja. 
c. Pemutusan hubungan kerja demi 

hukum. 
d. Pemutusan hubungan kerja oleh 

Pengadilan. 
  
B. Saran 

Diharapkan campur tangan Pemerintah 
tetap konsisten dalam hukum ketenagakerjaan 
dimaksudkan untuk terciptanya hubungan 
ketenagakerjaan yang adil, karena jika 
hubungan antara pekerja dan pengusaha yang 
sangat berbeda secara sosial ekonomi 
diserahkan sepenuhnya kepada para pihak, 
maka tujuan untuk menciptakan keadilan dalam 
hubungan ketenagakerjaan akan sulit tercapai, 
karena pihak yang kuat akan selalu ingin 
menguasai yang lemah. Atas dasar itulah 
pemerintah turut campur tangan melalui 
peraturan perundang-undangan untuk 
memberikan jaminan kepastian hak dan 
kewajiban para pihak. 
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